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ABSTRAK 

Pembangunan gedung di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun, 

pemabangunan gedung harus dikontrol dengan sebuah aturan agar dapat 

mengendalikan para pelaku usaha dalam menyediakan jasa,dalam hal ini 

pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan nya 

yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali kemudian dicabut oleh Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi 

jawaban atas Tata cara atau Pelaksaanaan Tender Pembangunan Gedung 

Pemerintah yang dilakukan Pelaku Usaha. Adapun rumusan dalam penelitian ini 

adalah : (1) Bagaimana Pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) 

Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. (2) Bagaimanakah 

Pertimbangan Hukum Komisi dalam Putusan perkara Nomor 17/KPPU.L/2014 

(3) Bagaimana Pandangan Islam tentang Pelaksanaan Tender Pembangunan 

Gedung (Paruga) Samakai di Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. 

Penelitian ini menggunakan  penelitian Hukum Normatif. Hasil dari Penelitian ini 

adalah Pertama, POKJA melaksanakan tender secara elektronik (E-Procurement) 

sesuai dengan aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang 

kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedua, POKJA, PT Gaung Nusa Persada, 

PT Satria Multi Guna dan PT Mas Mecre Sari tidak melakukan Persekongkolan 

baik secara Horizontal dan Vertikal. PT Gaung Nusa Persada berkompeten 

memenangkan Tender dan tidak melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. 

Ketiga, praktik bersekongkol dua orang atau lebih untuk menciptakan permintaan 

palsu agar memperoleh keuntungan diaatas keuntungan dilarang oleh Rasululllah 

SAW, praktik itu disebut dengan Najasy. 
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